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BUPATI KARIMUN 
PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR   6   TAHUN 2018 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 

 
Menimbang : a.  bahwa upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa 

sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah;  
 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas melalui pemberdayaan perpustakaan 
sebagai wahana belajar serta untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan budaya membaca masyarakat perlu 
dilakukan pengembangan pendayagunaan perpustakaan; 
 

c. bahwa untuk member kepastian hokum dalam 

penyelenggaraan perpustakaan di daerah perlu 

pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 

Perpustakaan.  
 

 

 Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah 

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 
 

2. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten  Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4880); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/5847/SERAH-SIMPAN-KARYA-CETAK-DAN-KARYA-REKAM/90uu004.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2096/PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PELALAWAN--KABUPATEN-ROKAN-HULU--KABUPATEN-ROKAN-HILIR--KABUPATEN-SIAK--KABUPATEN-KARIMUN--KABUPATEN-NATUNA--KABUPATEN-KUANTAN-SINGINGI--DAN-KOTA-BATAM/99uu053.PDF
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4774); 

 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4928); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

 

11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar 
Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699); 
 

 

 
 

 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/36/SISTEM-PENDIDIKAN-NASIONAL/03uu020.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1392/PERPUSTAKAAN/07uu043.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1187/INFORMASI-DAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK/08uu011.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1190/KETERBUKAAN-INFORMASI-PUBLIK/08uu014.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1302/PORNOGRAFI/08uu044.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1550/PELAYANAN-PUBLIK/09uu025.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16759/PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-43-TAHUN-2007-TENTANG-PERPUSTAKAAN--/14pp024.pdf
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